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PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SUNGAI PENUH NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PARKIR

DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka

memberikan pelayanan yang
baik dan  optimal kepada
masyarakat, Pemerintah Kota
Sungai Penuh  menyediakan
fasilitas  parkir ditepi jalan
umum, yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah;

. bahwa tarif retribusi yang diatur

dalam Peraturan Daerah Kota
Sungai Penuh Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum, tidak sesuai
lagi dengan perkembangan
masyarakat sehingga perlu
dilakukan perubahan;
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c. bahwa  berdasarkan  pertim-

bangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Sungai
Penuh Nomor 13 Tahun 2010
tentang Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,
Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4438);
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. Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai
Penuh di  Provinsi Jambi
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
98, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4871);

. Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5025);

. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5234);
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Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5659);

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005

This page was created using Nitro PDF trial software. :
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/ fora


http://www.nitropdf.com/

11.

12.

“Kota Sahalun Suhak Saletuh Bedil”

Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2010 tentang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

Menetapkan

dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
SUNGAI PENUH NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI
JALAN UMUM.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 9 dan angka
10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini Pasal 1 yang

dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
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6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas
jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemamfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
Kendaraan yang tidak bersifat sementara.

9. Tempat parkir adalah tempat yang berada di
tepi jalan umum tertentu dan telah
ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat
parkir kendaraan.

9a. Parkir Berlangganan adalah penggunaan
pelayanan parkir ditepi jalan umum yang
pembayarannya dilakukan secara
berlangganan.

10. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang
selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas penggunaan tempat parkir
di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh
Walikota.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan
besarnya Retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau Retribusi
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kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memamfaatkan jasa
dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

14. Surat setoran Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
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untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah
dan retribusi daerah.

19. Penyelidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal
8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan
berdasarkan jenis kendaraan di tepi jalan
umum.

(2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan jumlah
rata-rata kendaraan yang parkir
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dibandingkan dengan kapasitas tempat
parkir ditepi jalan umum dari hari tertentu.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif
parkir yang berlaku di Wilayah Daerah Kota
Sungai Penuh.

Tarif dan besarnya retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai
berikut :

a. Tarif retribusi parker Kendaraan bermotor
di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali
parkir adalah sebagai berikut :

1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga)

Rp. 1.000,-
2. Sedan, jeep, mini bus, Pick-up dan
sejenisnya Rp. 2.000,-

3. Bus, Truk dan Kendaraan Besar
lainnya Rp. 4.000,-

b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum
untuk 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai
berikut:

1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga)

Rp. 30.000,-
2. Sedan, jeep, mini bus, Pick-up dan
sejenisnya Rp. 50.000,-

3. Bus, Truk dan Kendaraan Besar
lainnya Rp. 100.000,-

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan

1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(1a) Pemungutan retribusi tidak boleh
diborongkan dan dikelola langsung oleh
SKPD yang membidangi urusan parkir.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pemungutan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Januari 2016
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI
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Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd
PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum -

-
-
g

Set ngai Penuh,

ZAHIRMAN, SH
NIP. 19730115 200604 1 006
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